
Akumulasi Anggaran 

Usulan Masyarakat 

POHON KINERJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH

IK:  Jumlah usulan musrenbang yang 

dihimpun / direkap

IK:  Jumlah pelaksanaan forum 

perencanaan 

IK:  Jumlah perangkat daerah yang 

melaksanakan forum perencanaan 

IK:  Jumlah kelurahan dan kecamatan yang 

melaksanakan musrenbang sesuai jadwal 

/ketentuan

IK:  Jumlah informasi agenda 

perencanaan yang dihimpun

IK:  Jumlah bahan pelaksanaan musrenbang 

yang dikumpulkan

IK:  Jumlah bahan penyusunan agenda 

perencanaan yang dikumpulkan

Terlaksananya musrenbang sesuai dengan 

SOP

Terlaksananya penyusunan agenda 

perencanaan

IK:  Persentase usulan yang diterima di 

tingkat kecamatan

IK: persentase kesesuaian pelaksanaan 

forum perencanaan dengan time 

schedule

Meningkatnya usulan buttom-up yang 

diterima melalui aplikasi

Meningkatnya Proses perencanaan  

buttom up yang sesuai dengan tahapan

IK 1: Persentase kelurahan yang 

melaksanakan musrenbang sesuai dengan 

SOP

IK: Persentase ketersediaan informasi 

agenda perencanaan

Meningkatnya kualitas mekanisme 

perencanaan bottom-up

Meningkatnya ketersediaan informasi 

tentang pelaksanaan  agenda 

perencanaan

CROSS CUTTING DENGAN 

KECAMATAN

IK2.: Persentase masyarakat yang 

menyampaikan usulan dalam musrenbang

IK  :Persentase Pagu Belanja dalam RKPD  yang 

mengakomodir usulan masyarakat 

Supporting 

Indikator Nilai 

Evaluasi AKIP Kota

SASARAN 1 : Meningkatnya 

perencanaan yang partisipatif

IK1: Persentase kehadiran peserta 

musrenbang

IK: Persentase Usulan Masyarakat dan 

stakeholder yang sesuai dengan prioritas 

pembangunan daerah

IK: Persentase tingkat keterwakilan 

stakeholder dalam tahapan-tahapan 

perencanaan bottom-up

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan

Meningkatnya usulan masyarakat dan 

stakeholder yang sesuai dengan kebijakan 

pembangunan

Meningkatnya peran serta masyarakat 

dalam tahapan perencanaan bottom-up



Jumlah Aparatur perencana yg 

memiliki sertifikat  perencanaan dibagi 

Jumlah Aparatur Perencana 

keseluruhan (PD 30 dan Bappeda 20)

IK: Jumlah draft MoU yang disusun

IK: Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi yang 

dikumpulkan

IK: Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

IK: Jumlah administarsi rapat koordinasi yang disiapkan

IK: Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi  yang disusun

IK: Persentase hasil koordinasi  yang ditindaklanjuti

IK:  Jumlah data perencanaan yang dientri ke aplikasi

Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholeder 

terkait 

Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan 

perangkat daerah, pemerintah propinsi dan pusat, 

Kab/Kota daerah perbatasan

 IK: Persentase Kesepakatan Bersama (MoU) yang 

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama

IK:  Jumlah data dan informasi perencanaan yang 

dikumpulkan

IK: Jumlah aparatur perencana yang akan dikirim untuk 

mengikuti Bimtek /Diklat perencana

IK:  Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem 

Informasi dalam perencanaan 
Terhimpunnya data dan informasi perencanaan      

Terlaksananya pengiriman aparatur perencana untuk 

mengikuti Bimtek/Diklat  perencana 

IK: Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat 

dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah CROSS CUTTING DENGAN BKPSDM

Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi dalam 

perencanaan

IK: Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD 

terhadap program Renstra PD minimal 90%

IK: Persentase data series pembangunan yang dapat 

diakses           

IK: Jumlah Fungsional Perencana & AKPD yang meningkat 

kelas  jabatannya.

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat 

daerah
Meningkatnya akses data dan informasi perencanaan 

Meningkatnya kemampuan Tenaga Fungsional 

Perencana & AKPD

Persentase tahapan perencanaan yang telah menerapkan 

sistim informasi
IK: Persentase  keterisian elemen data dalam SIPD

IK: Persentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat 

teknis perencana.

IK 4: Persentase kesesuaian program prioritas 

pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota 

wilayah perbatasan kota

Meningkatnya pemanfaatan sistim informasi dalam 

proses perencanaan

Meningkatnya 

Ketersediaan  Data dan informasi Perencanaan  yang 

akurat
Meningkatnya keterampilan teknis aparatur perencana

IK 2: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD 

dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD
IK 2 : Tingkat aksesibilitas data

IK 3: Tingkat kesesuaian rencana pembangunan daerah 

dengan rencana tata ruang wilayah

IK 1 : Persentase konsistensi Program RKPD terhadap 

Program RPJMD

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas 

dokumen perencanaan 

IK: Persentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat 

perencana

IK 1: Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD

Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD

IK 1: Persentase tingkat ketersediaan data 

pembangunan daerah

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
Meningkatnya kualitas data dan informasi 

perencanaan 
Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana

IK 2 :  Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan

Supporting Indikator Nilai 

Evaluasi AKIP Kota



IK:  Jumlah laporan monev yang disusun

IK:  Jumlah data capaian perangkat daerah yang 

dikumpulkan

IK:  Jumlah bahan penyusunan monev  yang 

dikumpulkan

IK:  Jumlah perangkat daerah yang 

mengumpulkan laporan monev tepat waktu

IK:  Jumlah perangkat daerah yang mengirimkan 

data /laporan capaian kinerja tepat waktu

Terlaksananya penyusunan laporan monitoring 

dan evaluasi perangkat daerah

Terhimpunnya data capaian kinerja perangkat 

daerah

Meningkatnya sistem / aplikasi pelaporan

IK1: Persentase rekomendasi hasil monev yang 

ditindaklanjuti

Meningkatnya tata kelola implementasi 

program/ kegiatan

IK: Persentase Laporan Yang Menggunakan 

Sistem/Aplikasi

IK: Persentase data capaian kinerja PD yang 

tersedia

IK: Persentase PD dengan rata-rata pencapaian 

kinerja program/kegiatan minimal 90% 

Meningkatnya kepatuhan PD dalam  

implementasi program/kegiatan

Meningkatnya ketersediaan data capaian 

kinerja PD 

IK : Persentase PD yang mencapai target kinerja 

tahunan rata-rata minimal 90%

IK : Persentase data capaian kinerja PD yang 

akuntabel

Meningkatnya konsistensi PD dalam mencapai 

target kinerja pembangunan

Meningkatnya kualitas data capaian kinerja 

pembangunan

IK1 : Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai atau 

melebihi target

SASARAN 3 : Meningkatnya capaian  kinerja 

pembangunan

IK2. Nilai evaluai AKIP komponen capaian kinerja

Supporting Indikator 

Nilai Evaluasi AKIP Kota



Meningkatnya  Kepatuhan dalam pengelolaan 

keuangan dan aset

IK : Persentase TLHP yang diselesaikan

Supporting Indikator Opini BPK

IK2 : Persentase ASN yang hadir tepat waktu IK:  Jumlah rekap absen pegawai yang dibuat

IK3 :  Persentase ASN yang dokumen 

kepegawaiannya lengkap 

IK:  Jumlah administrasi dokumen (SK, KGB 

dsb) kepegawaian yang dibuat

IK 4 :  Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu

Meningkatnya  kualitas SDM  Bappeda

IK1 :  Persentase pemenuhan ASN Bappeda sesuai 

dengan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja
Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian 

Bappeda

IK:  Jumlah data jabatan yang direkapitulasi dan 

dianalisis

IK:  Jumlah Barang Milik Daerah (BMD), barang 

persediaan yang dicatat

IK:  Jumlah bukti penyetoran dan penerimaan 

yang dicatat dan dikelola

IK:  Jumlah Barang Milik Daerah (BMD), barang 

persediaan yang divalidasi melalui rekosnsiliasi

IK:  Jumlah draft laporan kinerja  

(LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Triwulan 

dsb) yang dibuat

IK : Jumlah Kuesioner SKM yang 

dibagikan dan diolah

IK:  Jumlah Kartu Inventaris, Buku Inventaris, Daftar 

Pengadaan, Laporan pengguna BMD, laporan barang 

persediaan yang dibuat

IK:  Jumlah laporan pertanggungjawaban, 

laporan realisasi anggaran dan laporan 

keuangan yang dibuat

IK: Jumlah Draft Laporan SKM yang 

dibuat

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana 

Bappeda

IK:  Jumlah rincian objek, buku bantu, laporan 

fungsional  pada SIPKD yang dicetak dan 

jumlah BKU yang dientri ke aplikasi

IK:  Jumlah bahan dan data pelaporan 

kinerja (LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan 

Triwulan dsb) Bappeda yang 

dikumpulkan

IK : Jumlah SOP yang dihimpun

IK:  Jumlah surat keluar dan masuk yang 

diagendakan, didistribusikan dan diarsipkan 

IK:  Jumlah SPJ yang diverifikasi, disahkan, 

diregister, dipilah dan disusun

IK:  Jumlah draft dokumen 

perencanaan (Renstra, Renja dan RKA) 

yang disusun

IK : Jumlah draft Standar 

Pelayanan yang dibuat

IK2: Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor 

dalam kondisi baik

Terlaksananya pengelolaan keuangan 

Bappeda

Terlaksananya penyusunan dokumen 

perencanaan Bapepda

Terlaksananya penyusunan 

dokumen pelayanan publik 

Bappeda

Terlaksananya layanan umum Bappeda
IK:  Jumlah SPP dan SPM yang dibuat dan 

diajukan dan Jumlah GU yang diproses

IK:  Jumlah bahan dan data 

perencanaan (Renstra, Renja dan RKA) 

Bappeda yang dikumpulkan

IK:  Jumlah bahan penyusunan 

dokumen pelayanan publik (SOP, 

SP, SKM) yang dikumpulkan

Meningkatnya kualitas dokumen 

pelayanan publik  Bappeda

Supporting Indikator Nilai IKM Kota
IK2 : Persentase capaian realisasi  keuangan 

program dan kegiatan Bappeda

IK1: Persentase layanan umum Bappeda sesuai 

standar
IK : Persentase realisasi  keuangan terhadap 

aliran kas

IK : IK : Persentase capaian kinerja 

program / kegiatan Bappeda

IK : Persentase ketersediaan 

dokumen pelayanan publik 

Bappeda sesuai standar

Meningkatnya kualitas  pelayanan internal Bappeda Meningkatnya kualitas perencanaan Bappeda

Meningkatnya fasilitasi layanan umum Bappeda Meningkatnya realisasi  keuangan  Bappeda
Meningkatnya kualitas pelaksanaan 

program kegiatan Bappeda

Supporting Indikator Nilai 

Evaluasi AKIP Kota

SASARAN 4 : Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja Bappeda

IK : Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat 

IK : Nilai IKM

IK 1: Persentase sasaran, program dan kegiatan 

Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra 

Bappeda



IK: Jumlah Usulan Rencana Kelitbangan yang diinventarisir

IK: Jumlah administrasi kegiatan  inovasi 

daerah yang dibuat

CROSS CUTTING DENGAN BKPSDM

Terlaksananya administrasi kegiatan kelitbangan

IK: Jumlah bahan Usulan Rencana Kelitbangan yang 

dikumpulkan

IK: Jumlah administrasi kegiatan Kelitbangan yang dibuat

Terhimpunnya data pendukung inovasi 

daerah

IK: Jumlah data pendukung inovasi daerah yang 

dikumpulkan

IK: Jumlah data inovasi perangkat daerah yang 

dihimpun

CROSS CUTTING DENGAN BKPSDM

Meningkatnya Kapasitas Kelitbangan
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 

dengan Perguruan Tinggi

meningkatnya ketersediaan data dalam 

rangka inovasi  daerah

IK: Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan 
IK: Jumlah hasil penelitian perguruan tinggi 

yang dimanfaatkan 

IK: Jumlah dokumen data pendukung inovasi 

daerah

Meningkatnya SDM Fungsional Peneliti Meningkatnya SDM Kelitbangan
Meningkatnya Implementasi Kebijakan 

Inovasi

IK: Jumlah tenaga fungsional peneliti
IK: Jumlah Tenaga Peneliti yang meningkat 

kapasitasnya 

IK: Jumlah inovasi daerah terapan yang 

difasilitasi

Meningkatnya Usulan Rencana Kelitbangan Meningkatnya Tata Laksana Kelitbangan Meningkatnya inovasi Perangakat Daerah

IK: Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat 

Daerah

IK: Persentase Perangkat Daerah yang 

melakukan kegiatan kelitbangan melalui 

mekanisme satu pintu

IK : Jumlah PD yang memiliki inovasi                                                                            

IK: Persentase Implemantasi Rencana 

Kelitbangan

IK: Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 

pembangunan daerah

IK: Persentase perangkat daerah yang 

difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

IK 2. Indeks Inovasi Daerah

SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS HASIL KELITBANGAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

IK.1: Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan

Meningkatnya Kualitas Rencana Kelitbangan
Meningkatnya Ketersediaan Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi 

Daerah (SiDa)

IK.2 : Indeks Inovasi Daerah


